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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masaiah

PPada dasarnya pcmbangunan saal ini sangat penting bagi suatu
ncgara. Untuk itulah konscp-konscp pembangunan lahir dan berkembang
dari para iimuwan dan intcicktual, kemudian mengarah ke ncgara-ncgara
yang scdang berkembang termasuk Indonesia.

Ncgara Rcepublik indoncsia sabagai suatu ncgara kcesatuan dan
terbagia tas dacrah yang besar dan yang Kkeeil untuk  mencapai
penyclenggaraan pemerintahan yang cicktif. Hal i1 discbutkan dalam
Undang-undang Dasar 1945 pasal 8 scbagai berikut :

Pembagian Dacrah indoncsia atas dacrah-dacrah besar dan kecil

dengan bentuk susunan pemerintahannya ditctapkan dengan Undang-

undang, dengan memandang dan mengingat dasar pcrmusyawaratan

dalam sistcm p cmcrintahan ncgara, dan hak-hak asal usul dalam
dacrah-dacrah yang bersifat istimewa."

D )CT. Simorangkir dan B.Mang Reng Say, Tentang daa Sckitar Undang-
undang Dasar 1945, Djambatan, Jakarta, Februari, 1975, hal.60
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Pcmbagian dacrah besar dan kecil dapat berupa dacrah otonom
maupun dacrah yang bersiiat administratif dimaksudkan adalah dalam
pencapaian clisicnsi dan clcktifitas penyclenggaraan pemerintah di dacrah.

Berdasarkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tcntang Pokok-pokok Pemcrintahan di dacrah discbutkan bahwa Dacrah
Otonom 1w dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan
ckonomi, jumlah penduduk, luas dacrah pertahanan dan kcamanan nasional
dan syarat-syaral lain yang mcmungkinkan dacrah mclaksanakan
pcmbangunan, pcmbinaan Kkestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam
rangka pclaksanaan otonomi dacrah yang nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian pada hakckatnya dacrah otonomi itu dengan
scndirinya diberikan oich Pemerintah Pusat. Kckuasaan, wewenang, hak
maupun kewajiban untuk menyclenggarakan pemerintzhannya di dacrah.
Pemberian kckuasaan, wewcenang, hak maupun kewajiban kcpada dacrah
untuk dapat menyclenggarakan dalam pemcrintahannya olch Pemcerintah
Pusat mengandung arti bahwa scbahagian Kkccil atau besar urusan

pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan
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